
BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMoR 17 TAHUN 2AL7

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa agar pelaksanaan Anggaran pendapatan dan

Belanja Daerah pada organisasi Perangkat Daerah di

linglrungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dapat lebih

berdayaguna dan berhasilguna secara optimal' perlu

men)rusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2OL7;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinraksud

dalaq hurLf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Standar BiaYa Tahun Anggaran 2Ot71,

Undang-UndangNomor2STahunl9S9tentang
pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (6mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oog Nomor 47, TalrtbE.h n Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 42861;

undang-undang Nomor 1 Tatrun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Menimbang: a-

Mengingat: 1.

b.

2.

1

3.



4. Undang-UndangNomorlsTahun2oo4tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jaw-ab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaOOl;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem

perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lnd.onesia Nomor 244, Tarrrbahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

undang-undang Nomor 5 Tahun 2oL4 tentang Aparatur

sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9a\

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tcntang Pcngclolaan Kcuangan Dacrah (Lcmbaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 14O, Tambahan

Lcmbaran Ncgara Rcpublik Indoncsia Nomor 5a781;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a5e3);

5.

6.

7.
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10. peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang

sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 165'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45e3);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 t Tahun 2oLO tentang

standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2o1o Nomor t23, Taxrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah dirrbah beberapa kali terakhir dengart

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2L Tahun 2oLL

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 55 Tahun

2OO8 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyrsunan

Laporan Pertanggungiawaban Bendatrara serta

Penyampaiannya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tcntang Standar Akuntansi Pcmcrintahan Bcrbasis

Akrual pada Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2Ot6 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belarrja Daerah Talrrrn Anggaran 2Ol7',

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi

Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rauras Tahun

2OO8 Nomor 7);

L7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2Ot7 (I-embaran Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2016 Nomor 15);

11.

t2.
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18. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2OL6 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 75),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor

7 Tahun 2ot7 tentang Pembahan Atas Peraturan Bupati

Nomor 75 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas Tahun 2Ot7 Nomor 7);

a

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG

TAHUN ANGGARAN 2017.

STANDAR BIAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

3. Bupati adalah BuPati Musi Rawas

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD adatah DPRD Kabupatcn Musi Rawas-

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

6. perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah

Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang'

T. Aparatur Sipit Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.



8. pegawai Aparatur sipil Negara yang selanjut disebut pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahkan

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan'

Pegaw-ai Negeri Sipil yang selanjutny'a disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai

ASN sccara tctap pcjabat pcmbina kcpcgawaian untuk mcnduduki

jabatan pemerintah.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja y-ang selanjutnya disingkat

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka

waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan'

pegawai Tidak Tetap yang selanjuinya disebut PII adalah Pegawai yang

diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan

tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional

dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Non Pegawai adatah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah.

pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya

disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara

umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah

PPKD yang bcrtindak dalam kapasitas scbagai Bcndaharan Umum

Daerah.

15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang diPimPinnYa-

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa

BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas

BUD.

9.

o
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t7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA

adalahPejabat},angmemperolehkuasadariPengguna
Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan €rnggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,'ang

bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

Pejabat yang memperoleh kuasa sebagai pemilik pekerjaan yang

bcrtanggUng jawab atas pclaksanaan pcngadaan barang dan jasa dari

segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional'

19. pejabat Penguji Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

pejabat penguji SPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh

pengguna anggaran untuk meneliti kembali dokumen-dokumen

sebelum SPM-Perangkat Daerah ditandatangani oleh pengguna

,rnggaran, dan merupakan atasan langsung Pejabat Penatausahaan

Keuangan Perangkat Daerah.

20. pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjut

disingkat PPK- Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional Yang

ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata-

usahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daeratr

dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

22. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah

pejabat fungsional yang dihrnjuk menerima, menyimp€Ln, membayarkan,

menatausahakan dan mempertanggungiawabkan uang untuk keperluan

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat

Daerah.

25. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan

koordinasi pengelolaan barang mitk daerah.

24. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu

pcngclola adalah pcjabat yang bcrtanggung-jawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah

yang ada pada sahran kcrja pcrangkat dacrah-

18.



25.

26.

Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang

adalah pejabat pemegang kewenangan penggUnaan barang milik daerah'

Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja

atau pcjabat yang dihrnjuk olch pcngguna barang untuk mcnggunakan

barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas

untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang.

Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas

untuk menggrus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di

setiap sahran kerja perangkat daerah/unit kerja'

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalah

pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan

program/kegiatan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKA- Perangkat Daerah adalah dokumen rencana keuangan

tahunan SKPD yang disusun oleh kepala Perangkat Daerah.

Dokumen pelaksanaan Anggaran Perangtcat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPA- Perangkat Daerah /DPPA- Perangkat Daerah adalah

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.

gZ. Standar Biaya adalah sahran biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai

Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan

perhihrngan kebuhrhan anggaran RKA- Perangkat Daerah /RKPA-

Perangkat Daerah.

33. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat

SPTJM adalah pernyataan pertanggungiawaban pengguna

anggzrran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan

biaya di luar standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

27.

28.

29.

30.

31.



BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

(1) Satuan Biaya Tahun Anggaran 2Ol7 adalah Satuan biaya bempa harga

satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya

komponen keluaran sebagai acuan Perangkat Daerah men]nrsun RKA-

Perangkat Daerah /RKPA- Perangkat Daeratr berbasis kinerja Tahun

Anggaran 2017.

(21 standar biaya Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi

(3) Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol7 yang berfungsi sebagai batas

tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempakan batas tertinggi

yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui datam pen1rusunan RI(A-

Pcrangkat Dacrah / RKPA-Pcrangkat Dacrah Tahun Anggaran 20 17 ;

(4) Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol7 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang mcmpakan bagtan tidak tcrpisahkan dari Pcraturan

Bupati ini.

Pasal 3

penerapan standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol7 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan penggunaan standar biaya yang diperlukan dalam rangka

pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati'



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor

7O Tahun 2at6 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol7 (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2oL6 Nomor 7O), dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 6

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Musi Rawas.

Ditetapkan
pada tan 2017

-BUPATI

, )H.

Diundanekan di Lubuklinggau

- pada tanggal &t Afi.\ 2Ol7
-' a_r--sernBreRls DAERAH

RA GUNAWAN

ATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR ..I7

I(ABU

H. ISBAN

BERIT

MUSI RAWAS,

I

YAD


